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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai upaya
polisi dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilu legislatif
maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya polisi dalam menangani tindak pidana berupa pelanggaran
pemilihan umum legislatif adalah bekerjasama dengan instansi atau
lembaga negara lain yaitu badan pengawas pemilihan umum dan
kejaksaan Republik Indonesia dalam menerima laporan tindak pidana
berupa pelanggaran dan bersama-sama menganalisa, memfilter dan
menentukan apakah tindak pidana tersebut merupakan perbuatan
pelanggaran atau pelanggaran administrasi pemilihan umum legislatif.
Upaya polisi yang lain yaitu menerima laporan pelanggaran pemilihan
umum legislatif dari badan pengawas pemilihan umum, melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pemilu legislatif
tersebut dan membuat berkas acara pemeriksaan dan melanjutkannya ke
kejaksaan untuk dilakukan penuntutan pelanggaran pemilihan umum
legislatif.

2. Kendala yang dihadapi polisi dalam menangani tindak pidana berupa

pelanggaran pemilihan umum legislatif yaitu:



a.

B. Saran
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Kurangnya alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan
penyidikan yang dilakukan polisi dalam menyikapi laporan tindak
pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif. Alat bukti
tersebut yaitu keterangan saksi karena tidak ada saksi yang melihat
secara langsung tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum
legislatif.

Waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah
untuk menangani pelanggaran pidana pemilihan umum legislatif
terlalu  singkat dan menyulitkan polisi. Polisi diamanatkan
mengungkap tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum
legislatif selama 14 hari dan jika berkas acara pemeriksaan ditolak
oleh kejaksaan maka diberi kesempatan 3 hari untuk melengkapi

berkas acara pemeriksaan.

Saran penulis dalam penelitian hukum tentang upaya polisi dalam

menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif yaitu

perlu adanya bimbingan serta pelatihan khusus bagi anggota kepolisian yang

menangani tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif agar

dapat mengungkapkan pelanggaran tersebut dalam waktu yang singkat. Selain
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itu, perlu adanya waktu yang lebih panjang bagi polisi dalam mengungkap
pelanggaran pemilihan umum legislatif. Oleh karena itu, revisi terhadap Pasal
9 ayat 2 huruf a, b, dan ¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan.
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